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BAB III 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di 

Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

tanah yaitu sebagian besar responden melakukan peralihan hak milik 

atas tanah karena jual beli di hadapan PPAT (lima respondsen), PPAT 

sementara (22 responden), dengan alasan: 

a. menjamin kepastian hukum; 

b. agar dapat di daftarkan di Kantor Pertanahan; 

c. agar aman. 

2. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli di 

Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung telah mewujudkan 

tertib administrasi pertanahan karena sebagian besar responden 

(55,5%) melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanahnya di 

Kantor Pertanahan. 

B. Saran-saran 

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang,lebih sering 

mengadakan sosialisasitentang peralihan hak milik atas tanah karena 
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jual beli dan pendaftaran peralihan hak milk atas tanahkarena jual beli 

ke desa-desa secara menyeluruh agar masyarakat lebih memahami 

akan pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual 

beli sehingga terselenggara tertib administrasi pertanahan. 

2. Khusus pembeli dan penjual dalam melakukan pendaftaran peralihan 

hak milik atas tanah karena perbuatan hukum (jual beli) agar di 

hadapan PPAT dan PPAT sementara dan di daftarkan peralihan hak 

milik atas tanahnya di Kantor Pertanahan. 
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